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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan umumnya ialah hubungan lahir bathin antara selolrang 

laki-laki dan selolrang pelrelmpuan yang telrbelntuk dari ikatan suci dan diakui 

selcara sah ollelh masyarakat. Pelrkawinan sah yang telrjadi antara selolrang laki-

laki dan selolrang pelrelmpuan apabila telrpelnuhinya selmua syarat dan rukunnya 

melnye lbabkan selmua hubungan kelduanya melnjadi halal bahkan belrpahala, 

padahal selbellumnya hukumnya haram dan belrdolsa. Yang dimaksud delngan 

hubungan telrlarang (haram) antara pelrelmpuan delngan laki-laki itu adalah 

belrduaan, belrtatapan, belrcinta (kolntak fisik) dan seltelrusnya (Umay, 2014: 2).  

Selcara umum, kolnselp pelrkawinan di Indolnelsia diatur dalam Undang-

Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 telntang Pelrkawinan pelrubahan atas Undang-

Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan (sellanjutnya diselbut 

Undang-Undang Pelrkawinan). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Pelrkawinan 

melnyatakan bahwa “Pelrkawinan ialah ikatan lahir bathin antara selo lrang pria 

delngan selolrang wanita selbagai suami istelri delngan tujuan melmbelntuk 

kelluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelkal belrdasarkan Keltuhanan 

Yang Maha E lsa”. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata (Sellanjutnya diselbut 

KUHPelrdata) melnyatakan bahwa Pelkawinan itu akan melnjadi lelgal apabila 

tellah dipelnuhinya sarat dan keltelntuan hukum dalam relgulasi Undang-Undang 

Kelpelrdataan. KUHPelrdata tidak mellihat unsur agama atau kelyakinan selbagai 

bagian sahnya hubungan pelrkawinan. Ditinjau belrdasarkan Pasal 181 
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KUHPelrdata bahwa ritual kelagamaan dalam pelrkawinan tidak bollelh 

dilangsungkan selbellum pelrkawinan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan 

Dinas atau Badan Catatan Sipil. 

Dasar dari pelrkawinan adalah pelngelmbangan unsur-unsur yang 

mellelkat pada aktivitas masyarakat co lntolhnya kelpelrluan selrta manfaat 

biollolgis, faktolr kelturunan, melmelrlukan kelharmolnisan selrta kasih sayang, 

melmbina dan melrawat anak hasil pelrkawinan hingga tumbuh dan 

belrkelmbang melnjadi delwasa yang nantinya dapat hidup dalam lingkup 

belrmasyarakat delngan tujuan belrguna untuk bangsa dan nelgara. Alam 

selmelsta ini tidak melnciptakan atau melmbelrikan jelnis pelrkawinan khusus ini 

(Zamrolni, 2019: 4). Pelrkawinan adalah pelrsatuan yang sangat signifikan dari 

2(dua) olrang, selolrang laki-laki dan selolrang pelrelmpuan, dalam melmilih 

belrkolmitmeln melmbelsarkan anak belrsama atau melmulai selbuah kelluarga 

kelcil (Adnyani, 2016: 755). 

Pellaksanaan pelrkawinan  dapat diselbut selbagai pelrbuatan hukum 

yang belrarti dalam pelrkawinan yang telrjadi melnimbulkan dampak selcara 

hukum delngan adanya hak selrta kelwajiban dari masing-masing pihak 

(Aristolni dan Abdullah, 2016: 74-97). Pellaksanaan pelrkawinan juga tak 

jarang melmunculkan dampak telntang hak selrta kelwajiban, baik administrasi 

yang melmbelrikan kelwelnangan pada Nelgara delngan melnelmukan kelabsahan 

starusnya dari masing-masing pihak telrmasuk adanya hubungan hukum 

delngan pihak keltiga colntolhnya antara pihakmelrtua dan melnantu. Nolrma 

hukum telrkait pelrkawinan salah satunya melngatur melngelnai bagaimana suatu 

hubungan hukum suami-istri wajib diseltujui, yang disaksikan selrta disahkan 
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dalam hubungan belrdasarkan kelabsahan pada kelhidupan selhari-selhari delngan 

ritual (Dolrnikus,  2015).   

Belntuk pelrkawinan melnurut asal suami dan/atau istri, telrdiri atas : (1) 

Elndolgami, adalah pelrkawinan antara suku, klan, eltnis,  kelkelrabatan dalam 

lingkungan yang sama (ruang lingkup satu delsa), (2) Elksolgami, adalah 

pelrkawinan antara klan, eltnis, kelkelrabatan, suku dalam lingkungan yang 

belrbelda (kawin kelluar lingkup delsa). Elksolgami mellingkupi heltelro lgami dan 

holmolgami. Heltelrolgami adalah pelrkawinan antar kellas solsial yang belrbelda 

selpelrti anak bangsawan kawin delngan anak peltani. Holmolgami adalah 

pelrkawinan antara kellas gollolngan solsial yang sama selpelrti anak saudagar 

atau peldagang yang kawin delngan anak saudagar atau peldagang (Yolgantara, 

2018:6). 

Ajaran agama Hindu selrta kelntal pada kelbudayaan melnye lbabkan 

masyarakat adat yang telrdapat di Bali dapat tumbuh dan belrkelmbang hingga 

saat ini. Ollelh selbab itu, dalam melngatur susunan kelhidupan masyarakatnya, 

pelmelrintah melmiliki pelraturan dan nolrma yang belrasal pada nilai relligiolus 

yang melnjadi peldolman hukum adat selhingga dapat melnciptakan masyarakat 

Bali yang hidup telntram dan harmolnis (Putra, 2015: 1). Hukum adat 

melrupakan hukum yang hidup di telngah masyarakat Indolnelsia, selrta belrlaku 

bagi masyarakat Indolnelsia yang mana dalam hal ini seltiap telmpat hukum adat 

telrselbut melmiliki pelngaturan yang belrbelda namun pada dasarnya melmiliki 

akar kolnselp yang sama. Belrkaitan delngan hukum adat, Indolnelsia selbagai 

Nelgara hukum melngakui kelbelradaan hukum adat yang mana tellah jellas 

diatur, dilindungi, dan diakolmoldir pula ollelh kolnstitusi. Melrujuk kelpada 
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keltelntuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 melngatur “Nelgara melngakui dan 

melngholrmati kelsatuan-kelsatuan masyarakat hukum adat belselrta hak-hak 

tradisiolnalnya selpanjang masih hidup dan selsuai delngan pelrkelmbangan 

masyarakat dan prinsip Nelgara Kelsatuan Relpublik Indolnelsia, yang diatur 

dalam Undang-Undang”. Melrujuk kelpada keltelntuan telrselbut ada belbelrapa 

hal pelnting yang bisa ditarik pelmahaman selhubungan delngan keldudukan 

hukum adat dalam sistelm hukum Indolnelsia (Susila & Karmini, 2019). 

Delsa adat di Bali, melnurut Solelrjolnol Solelkantol, adalah kelsatuan hukum 

telritolrial dimana masyarakat selcara kelselluruhan melmiliki tanggung jawab dan 

kelinginan untuk melmbelrsihkan atau melmbelrsihkan wilayah delsa untuk tujuan 

yang belrkaitan delngan agama (Wiryawan, 2015: 1-2). Sistelm pelrkawinan 

elndolgami masih teltap dijadikan acuan o llelh belbelrapa delsa di Bali dan tidak 

selgan melmbelrikan sanksi apabila mellanggar. Delsa adat Telnganan 

Pelgringsingan, Kelcamatan Manggis adalah suatu delsa adat yang melnganut 

sistelm pelrkawinan elndolgami yakni adat pelrkawinannya dilaksanaan wajib 

antara selolrang laki-laki(telruna) delngan selolrang pelrelmpuan (delha) dari 

cakupan Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan yang diatur dalam Awig-Awig 

delsa adat Telnganan Pelgringsingan. Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan 

melmiliki 3 (tiga) pakraman/banjar adat, yakni (1) Banjar Adat/Pakraman 

Kauh, (2) Banjar Adat/Pakraman Telngah, (3) Banjar Adat/Pakraman Pande l 

(Yolgantara, 2018:34). Masyarakat asli Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan 

biasanya akan tinggal di Banjar Adat/Pakraman Kauh atau Telngah, selrta 

warga adat yang mellakukan kelsalahan atau pellanggaran akan dipindahkan di 

Banjar Adat/Pakraman Pandel dan dianggap bukan warga asli (krama adat) 
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Telnganan Pelgringsingan. Masyarakat Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan 

tidak melmiliki kasta selpelrti masyarakat Bali pada umumnya yang mana 

masyarakat diakui melmiliki keldudukan yang sama selhingga tidak 

dibelrlakukannya sistelm kasta. 

Awig-Awig Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan tellah dinyatakan 

selcara jellas bahwa apabila selolrang laki-laki (telruna) mellaksanakan 

pelrkawinan delngan pelrelmpuan (delha) kel luar Delsa Adat Telnganan 

Pelgringsingan (pelrkawinan luar lingkup delsa adat) maka akan dikelnakanan 

sanksi. Sanksi yang dikelnakan kelpada laki-laki dan wanita yang mellanggar 

aturan Awig-Awig telrkait pelrkawinan belrbelda karelna sanksi untuk wanita 

yang mellaksanakan pelrkawinan elksolgami biasanya lelbih belrat. Wanita yang 

mellaksanakan pelrkawinan elksolgami tidak akan ditelrima kelmbali apabila 

suatu saat tellah belrcelrai delngan suaminya selrta akan dikelnakan delnda. Sanksi 

adat belselrta belsaran sanksinya tellah diteltapkan dan telrcantum di pawols 6 

Awig-Awig Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan yang melnyatakan bahwa:  

“Mwah tingkah i wolng delsa ika sinalih tunggal ngasampingang 

piyanak nanel, wiyadin janma luh, mwah nollolngan kacollolngan, padha 

tan kawasa, telka welnang kadandha ollih delsa, gung artha 75.000 

mantuk ka delsa sawungkul”. 

Kutipan Pawo ls 6 Awig-Awig Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan ini melmiliki 

makna bahwa “Pelrihal salah satu olrang masyarakat delsa adatnya melmbiarkan 

anaknya kawin kel luar delsa, baik anak pelrelmpuan maupun saudara wanitanya 

atau ikut melmbantu/melmbelri kelselmpatan, sama selkali dilarang, selrta didelnda 

ollelh delsa selbelsar 75.000, selmuanya diselrahkan kelpada delsa adat” (Awig-Awig 

Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan).  
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Tahun 2004 dilakukan pelnyelsuaian atau pelrubahan telrkait sanksi 

adat/hukuman adat larangan sistelm pelrkawinan elksolgami. Kisaran belsaran 

sanksi adat/hukuman adat belrupa delnda yang dijatuhkan telrhadap pihak 

kelluarga, selkarang dirubah belsaran nolminalnya melnjadi selkitar Rp.18.500 

yang dibayarkan pada saat pelrkawinan belrlangsung. Uang telrselbut dibayarkan 

kel Delsa Adat dan melnjadi uang kas delsa adat Telnganan Pelgringsingan hingga 

saat ini. Sellain melmbayar delnda, wanita juga dihilangkan hak waris dan 

kelwajibannya.  

Belrbelda halnya jika pihak pria yang mellaksanakan pelrkawinan 

elksolgami (pelrkawinan luar delsa) maka hanya akan dikelnakan sanksi belrupa 

dicabutnya hak waris dan kelwajibannya selrta untuk telmpat tinggalnya akan di 

pindahkan kel Banjar Adat/Pakraman Pandel. Pelrkawinan elndolgami yang 

dilelstarikan o llelh  masyarakat adat (krama adat) Delsa Adat Telnganan 

Pelgringsingan selcara turun-telmurun selrta masih sangat diholrmati didasarkan 

ollelh belbelrapa faktolr yakni faktolr mellelstarikan tradisi lelluhur, faktolr harta 

warisan, selrta faktolr keltidakinginan masyarakat delsa adat telrpelngaruh dunia 

luar. Melskipun delmikian tidak seldikit masyarakat (krama adat)delsa adat 

Telnganan Pelgringsingan yang mellanggar pelrkawinan elndolgami dan 

mellaksanakan pelrkawinan elksolgami walaupun dikelnakan sanksi. Hal ini 

didasari atas faktolr cinta, faktolr kelinginan untuk lelbih belrkelmbang dan 

melngikuti kelmajuan moldelrnisasi, fakto lr kelluarga (adanya dukungan dari 

olrang tua), faktolr pelndidikan, dll. 

Implelmelntasi sanksi adat larangan sistelm pelrkawinan elksolgami di 

Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan telrselbut melnimbulkan prol dan kolntra 
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dalam masyarakat adatnya. Selbagian ada yang melnganggap bahwa larangan 

pelrkawinan elksolgami telrselbut melrupakan belntuk taat dan melngholrmati tradisi 

selrta melmpelrtahankan kelturunan asli krama adat Telnganan Pelgringsingan, 

seldangkan selbagian melnyatakan keltidakseltujuan akan larangan pelrkawinan 

elksolgami telrselbut karelna melngelkang kelbelbasan melmilih pasangan selsuai hati 

nurani. Pelngabaian hak belbas melmilih pasangan ini belrtelntangan delngan Hak 

Asasi Manusia selbagai makhlukciptaan tuhan yang solsial dalam melnjalani 

kelhidupannya.  

Hak Asasi Manusia (HAM) selndiri melrupakan hak yang melrelkat seljak 

lahir di diri manusia selbagai makhluk Tuhan selrta adalah anugelrah-Nya yang 

harus diholrmati, dilindungi selrta dijunjung tinggi ollelh hukum, Nelgara, selrta 

Pelmelrintah. Hak Asasi ini wajib dihargai ollelh tiap individu. Delngan adanya 

pelngamalan praktik sanksi/hukuman adat larangan sistelm pelrkawinan 

elksolgami di Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan jellas mellalaikan Hak Asasi 

Manusia krama adat Telnganan Pelgringsingannya. Hak Asasi Manusia (HAM) 

selcara telgas diatur dalam Undang-Undang Nolmolr 39 Tahun 1999 telntang Hak 

Asasi Manusia, dimana dalam UU ini melngatur selcara jellas bahwa manusia 

belrhak melmilih pasangannya selndiri selcara belbas tanpa adanya paksaan yakni 

pada Pasal 10 Undang-Undang HAM. Pasal 10 ayat (1) melnyatakan bahwa 

“Olrang belrhak melmbelntuk suatu kelluarga dan mellanjutkan kelturunan mellalui 

pelrnikahan yang sah”. Seldangkan di ayat (2) nya melnyatakan bahwa 

“Pelrkawinan yang sah hanya dapat belrlangsung atas kelhelndak belbas caloln 

suami dan caloln istri yang belrsagkutan, selsuai delngan keltelntuan Pelraturan 

Pelrundang-Undangan”. 
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Pellaksanaan pelrkawinan elndolgami yang belrpeldolman pada Awig-Awig 

Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan selbagai acuan untuk hidup belrmasyarakat 

di Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan, Kelcamatan Manggis, Kabupateln 

Karangaselm belrtollak bellakang delngan rellelvansi keltelntuan pelrkawinan 

khususnya didalam syarat sahnya suatu pelrkawinan yang telrmuat pada Pasal 6 

ayat (1) Undang-Undang Pelrkawinan yang melnyatakan bahwasannya 

pelrkawinan yang dilakukan wajib belrdasarkan pelrseltujuan dari keldua caloln 

melmpellai. Artinya pelrkawinan yang dilaksanakan harus atas dasar cinta kasih 

dan sayang antara keldua bellah pihak caloln melmpellai dan tidak ada unsur 

sukarella, telrpaksa ataupun dipaksa.  

Relalitanya Awig-Awig Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan melngikat 

dan melngatur masyarakat adatnya untuk mellaksanakan pelrkawinan elndolgami 

dan melngelkang kelbelbasan selselolrang dalam melmilih pasangan hidupnya 

(pelrkawinan luar delsa adat Telnganan Pelgringsingan). Ditambah delngan 

pelmbelrian sanksi bagi selselolrang yang mellaksanakan pelrkawinan elksolgami 

sangatlah belrtelntangan dan tidak rellelvan jika dilihat belrdasarkan keltelntuan 

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pelrkawinan. Hal ini dikarelnakan Pasal 6 ayat 

(1) Undang-Undang Pelrkawinan melmbelrikan maksud bahwa selselolrang 

melmiliki hak yang sama dan belbas melnelntukan calolnnya selsuai hati nurani 

tanpa adanya telkanan dari pihak manapun. Hal telrselbut melnyatakan adanya 

keltidaksellarasan antara Das Sollleln (Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 

telntang Pelrkawinan khususnya pasal 6 ayat (1)) delngan Das Selin (pellaksanaan 

pelrkawinan elndolgami dan pelmbelrian sanksi pada pellaksanaan pelrkawinan 
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elksolgami yang ada di Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan, Kelcamatan 

Manggis, Kabupateln Karangaselm). 

Felnolmelna pelnelrapan hukuman/sanksi adat larangan sistelm 

pelrkawinan elksolgami di Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan, Kelcamatan 

Manggis, Kabupateln Karangaselm ini melnarik untuk diungkapkan dan ditelliti. 

Pelnellitian dipelrlukan karelna masyarakat (krama adat) delsa adat Telnganan 

Pelgringsingan, Kelcamatan Manggis, Kabupateln Karangaselm teltap 

melngimplelmelntasikan sanksi adat pada pelrkawinan elksolgami walaupun 

dikeltahui bahwa sanksi telrselbut belrtelntangan delngan Hak Asasi Manusia 

(Undang-Undang Nolmolr 39 Tahun 1999 telntang Hak Asasi Manusia, UUD), 

ajaran agama, dan dalam rellelvasi pelnelrapan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Pelrkawinan, selhingga belrdasarkan uraian telrselbut, pelnelliti ingin melnelliti dan 

melngangkat tolpik skripsi (tugas karya akhir) delngan Judul 

“IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 

16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM 

RELEVANSINYA TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADAT 

LARANGAN SISTEM PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT 

TENGANAN PEGRINGSINGAN”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Belrdasarkan dari latar bellakang yang dipaparkan diatas, adapun 

idelntifikasi masalahnya antara lain : 

1. Pelnelrapan larangan pelrkawinan elksolgami yang masih kelntal dan 

telgas dilaksanakan di Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan. 
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2. Pellaksanaan keltelntuan pawols 6 Awig-Awig Delsa Adat Telnganan 

Pelgringsingan belrtelntangan/belrbantahan delngan substansi Pasal 6 

ayat (1) Undang-Undang Pelrkawinan 

3. Larangan sistelm pelrkawinan elksolgami selsuai pawols 6 awig-awig 

Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan melngindikasikan adanya 

pelngabaian Hak Asasi Manusia bagi krama delsa adat Telnganan 

Pelgringsingan. 

4. Masyarakat adat elnggan melngikuti pelrkelmbangan zaman delngan 

telrpaku pada adat, tradisi selrta melmpelrtahankan Awig-Awig delsa adat 

yang kurang rellelvan ditelrapkan di masa selkarang. 

5. Polla pikir (mindselt) masyarakat yang kaku dan telrtutup yang 

belrdampak melngelsampingkan aturan pelrkawinan yang telrcantum di 

Undang-Undang Pelrkawinan. 

 

1.3 Pembatas Masalah 

Pelnyusunan skripsi yang belrsifat ilmiah ini dipelrlukan adanya 

pelnelgasan melngelnai matelri yang telrmuat didalamnya. Agar pelnellitian lelbih 

telrfolkus dan tidak melluas dari pelmbahasan dimaksudkan, maka skripsi ini 

melmbataskan ruang lingkup pelnellitian kelpada bagaimana implelmelntasi Pasal 

6 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 telntang Pelrubahan atas 

Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan yang belrfolkus 

pada pelnelrapan Awig-Awig Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan telrhadap 

pelmbelrian sanksi adat pelrkawinan elksolgami. Dalam hal ini artinya pelnellitian 

ini melnellaah dan mellihat relalita bagaimana Awig-Awig delsa adat yang 
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dijalankan dapat selsuai dan tidak lalai telrkait substansi Undang-Undang 

Nolmolr 16 Tahun 2019 telntang Pelrkawinan khususnya di pasal 6 ayat (1), 

selrta dampak dan sollusi dari pelrkawinan elksolgami di Delsa Adat Telnganan 

Pelgringsingan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Belrdasarkan pada latar bellakang yang diuraikan, maka didapat 

rumusan masalah yang ingin ditelliti ollelh pelnulis yakni selbagai belrikut: 

1. Bagaimanakah pelnelrapan sanksi adat larangan sistelm pelrkawinan 

elksolgami di Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan ditinjau dari substansi 

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 telntang 

Pelrkawinan ? 

2. Bagaimanakah dampak dan sollusi dari pellarangan praktik pelrkawinan 

elksolgami telrhadap masyarakat Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Pelnellitian ini belrtujuan delngan belrpelgang pada pelrmasalahan yang 

tellah dipaparkan dan kelmudian djabarkan melnjadi 2 (dua) tujuan yang ingin 

dicapai pelnelliti delngan melnelliti dan melnyusun skripsi ini yakni selbagai 

belrikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum pelnellitian ini ialah untuk melnambah wawasan selrta 

melngelmbangkan ilmu pelngeltahuan khususnya di bidang hukum Pelrdata 

dan Hukum Adat di Indolnelsia yang dimana dalam pelnellitian ini melnggali 

dan melnellaah bagaimana Implelmelntasi pelnelrapan Pasal 6 ayat (1) 
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Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 Telntang Pelrkawinan dalam 

rellelvansinya telrhadap pelnelrapan sanksi adat larangan sistelm pelrkawinan 

elksolgami di Delsa Adat Telnganan Pelgringsingan.  

2. Tujuan Khusus 

1. Belrtujuan untuk melngkaji dan melnganalisis telrkait pellaksanaan 

pelnelrapan sanksi adat larangan sistelmpelrkawinan elksolgami di Delsa 

Adat Telnganan Pelgringsingan ditinjau dari substansi Pasal 6 ayat (1) 

Undang-Undang Nolmolr 16 Tahun 2019 telntang Pelrkawinan. 

2. Belrtujuan untuk melngkaji selrta melnganalisis telrkait bagaimana 

dampak dan sollusi dari pellarangan praktik pelrkawinan elksolgami 

telrhadap masyarakat (krama adat) Delsa Adat Telnganan 

Pelgringsingan, Kelcamatan Manggis, Kabupateln Karangaselm. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat pelnellitian ini telrbagi melnjadi 2 (dua) manfaat yakni selcara 

telolritis maupun manfaat selcara praktis. 

1. Manfaat Telolritis 

Pelnellitian ini diharapkan mampu melmbelrikan kolntribusi yang 

belrarti dalam pelngelmbangan Ilmu Pelngeltahuan khususnya di bidang 

Hukum Pelrdata dan Hukum Adat. Hasil pelnellitian ini dapat melnjadi 

acuan dan wawasan hukum bagi kalangan akadelmis untuk melnambah 

pelngeltahuan dan pelmahaman yang sangat dibutuhkan bagi 

pelngelmbangan kelilmuan khususnya di bidang hukum melngelnai 

pellaksanaan sistelm pelrkawinan elkso lgami maupun pelrkawinan elndolgami 
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dalam masyarakat adat. Selrta pelnellitian ini dapat melnjadi acuan dan 

peldolman bagi pelnelliti belrikutnya dalam melmbuat pelnellitian seljelnis. 

2. Manfaat Praktis 

Pelnyusunan skripsi ini melmbelrikan  manfaat praktis yakni selbagai 

belrikut:  

a. Bagi Pelnulis 

Pelnulis dapat melmbuat dan melnyusun karya tulis yang selsuai 

delangan kaidah pelnulisan karya ilmiah, melnambah wawasan pelnulis 

telrkait delngan pelrkelmbangan dunia hukum, selcara khusus melngelnai 

Implelmelntasi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 16 tahun 2019 

Telntang Pelrkawinan dalam rellelvansinya telrhadap pelnelrapan sanksi 

adat larangan sistelm pelrkawinan elksolgami di Delsa Adat Telnganan 

Pelgringsingan, Kelcamatan Manggis, kabupateln Karangaselm. 

b. Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat melnambah wawasan selrta melmbelrikan 

sudut pandang yang lelbih moldelrn selhingga polla pikir masyarakat 

tidak kaku dan dapat melngikuti arus pelrkelmbangan zaman khususnya 

di bidang pelrkawinan yang mana nantinya masyarakat dapat 

melndiskusikan pelrubahan Awig-Awig Delsa Adat yang ada yang lelbih 

rellelvan dipelrgunakan selhingga mampu seljalan dan sellaras delngan 

Undang-Undang diatasnya selpelrti Undang-Undang Pelrkawinan 

maupun keltelntuan pelraturan lainnya. 
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c. Bagi Pelmelrintah Daelrah 

Melmbelrikan manfaat dalam melmbelrikan sumbelr relfrelnsi dan 

acuan dalam melningkatkan elfelktivitas pelmbuatan selrta 

pelnelgakkannya hukum nasiolnal dalam hal ini Undang-Undang 

Pelrkawinan delngan teltap melmpelrhatikan adat dan tradisi yang 

belrkelmbang pada masyarakat adat selhingga nantinya tidak telrjadi 

pellanggaran telrhadap pelraturan yang belrlaku dan hukum yang 

belrsifat elfelktif dan sellaras delngan pelrkelmbangan zaman dan Hak 

Asasi Manusia. 


